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KATA PENGANTAR

Selaras dengan era reformasi, semangat keterbukaan informasi

publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat, terutama sejak

terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) pada 30

April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan refleksi dari

penyelenggaraan negara yang baik (good governance), karena dapat menjadi

sarana untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi

penyelenggaraan negara.

Sebagai negara demokrasi, penerapan keterbukaan informasi publik

di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Pengakuan hak asasi atas

informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan

prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai voorpost/kawal depan

Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Provinsi Sumatera

Selatan, terus berupaya untuk mewujudkan secara optimal keterbukaan

informasi publik dengan mempedomani Undang- Undang di atas dan juga

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-

144/ KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palembang, Nomor. 1970/KPTA.W6-A/HM.1/VIII/2025, tanggal 27 Agustus

2025 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan

akuntabilitas PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 yang mempedomani

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

(Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan

informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.
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Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga

kinerja terbaik yang telah dilaksanakan oleh PPID Pengadilan Tinggi Agama

Palembang dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Palembang, 31 Desember 2025
Atasan PPID
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

H. Rahmat Supli
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BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan

Tinggi Agama Palembang periode tahun 2025 ditunjuk berdasarkan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor.

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Nomor 2681/KPTA.W6-A/PW1.1.1/XI/2025, tanggal 11 November 2025

tentang Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Tinggi Agama

Palembang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik , serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor. 2-144 Tahun 2022 tentang standar pelayanan

informasi publik di Pengadilan. Semua aturan tersebut merupakan

payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan

informasi publik pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses

informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pengadilan Tinggi

Agama Palembang memanfaatkan sistem layanan informasi publik

melalui sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik melalui

pengembangan website www.Pengadilan Tinggi Agama-Palembang.go.id,

www.ppid.Pengadilan Tinggi Agama-Palembang.go.id, Akun media sosial

resmi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sehingga dengan

adanya sarana/media tersebut dapat memudahkan masyarakat

mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pengadilan

Tinggi Agama Palembang dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas

PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta atas perintah Pasal 11
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ayat (1) huruf h Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto

Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2025 ini, PPID Pengadilan

Tinggi Agama Palembang membuat Laporan tentang Layanan Informasi

Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui

secara komprehensif kinerja PPID pada Pengadilan Tinggi Agama

Palembang selama 1 Tahun (2025) dalam memberikan layanan informasi

publik yang terbaik kepada masyarakat.

B. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap

Pemohon Informasi Publik, PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik , serta SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang

standar pelayanan informasi publik di Pengadilan.

Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi

dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik, menjadi sebuah kewajiban bagi PPID

Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menaati dan melaksanakan

ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan sebaik-

baiknya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menekankan

bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat

waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pengadilan Tinggi Agama

Palembang telah memberdayakan Sumber Daya Manusia terbaik yang

tergabung dalam Tim PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Masing-

masing memiliki tugas sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Penunjukan Tim

PPID, juga terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam

memberikan layanan kepada masyarakat.
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C. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di

Pengadilan Tinggi Agama Palembang terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan dan Panitera.

2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris.

3. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas

dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.

4. PPID Pelaksana dijabat oleh Panitera Muda Banding, Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian, dan Pelaksana Teknologi Informasi

5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur petugas PTSP

Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
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BAB II
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan

kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi

publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik , serta

SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang standar pelayanan informasi

publik di Pengadilan mengatur secara teknis mekanisme memperoleh

informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut

bertujuan agar penerapan keterbukaan informasi publik dapat

terlaksana dengan teratur dan baik, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 menjadi tonggak sejarah

reformasi bagi pemenuhan atas hak asasi atas informasi publik yang

sebelumnya bersifat tertutup menjadi terbuka dan dapat diakses,

kecuali informasi publik yang termasuk dalam daftar informasi yang

dikecualikan. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan

informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu,

melalui akses pada sarana elektronik maupun nonelektronik yang telah

disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

B. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima

permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan

organisasi masyarakat serta Instansi lain. Informasi yang diminta pun

sangat beragam.
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Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga 31 Desember 2025,

PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menerima permohonan

informasi publik sebanyak 56 permohonan. Dari 56 Permohonan

Informasi Publik yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Palembang jenis

informasi terdiri dari perkara dan putusan sebanyak 56 Perkara dan

Putusan.

Jenis Informasi Jumlah
Permohonan

Waktu
Rata- rata
Pelayanan

Jumlah
Permohonan yang

Dikabulkan
Jumlah

Permohonan
yang Ditolak

Alasan Permohonan
yang Ditolak

Sepenuh
nya

Sebagian Rahasia
Belum
Dikuasai Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perkara dan

Putusan

56 15 Menit 56 - - - - -

Kepegawaian - - - - - - - -

Pengawasan

dan

Pendisiplinan

- - - - - - - -

Anggaran dan

Aset

- - - - - - - -

Lainnya - - - - - - - -

Total 56 15 Menit 56 0 0 0 0 0
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2. Sarana Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi di Pengadilan berpedoman pada

Surat Keputusan MARI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Dirjen Badilag No.

0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang pedoman pelayanan meja informasi di

lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2)

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 bahwa pengertian Meja

Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang

dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan

pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan

informasi publik di Pengadilan.

Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi di

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada ruang Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di meja informasi telah tersedia sarana dan prasarana

sebagai berikut :

1. Kursi Petugas PTSP (4 Buah)

2. Kursi Tamu PTSP (4 Buah)

3. Sofa Tamu (2 Unit)

4. Meja Tamu (2 Buah)

5. AC (2 Unit)

6. Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi

7. Seperangkat komputer sebanyak 4(empat) unit

8. Alat tulis

9. Barcode Saran Kepuasan Masyarakat

10. TV Media

11. Printer

12. Scanner

13. Tempat Sampah (2 Buah)

14. Tempat Payung (1 Buah)

15. Payung (1 Buah)

16. Bunga Anggrek Besar (1 Buah)

17. Bunga Hias Meja Tamu (2 Buah)
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18. Bunga Hias Kecil (6 Buah)

19. Difuser Pewangi Ruangan (1 Buah)

20. Dispenser (1 Buah)

21. Kursi Roda Disabiltas (1 Buah)

22. Tempat Majalah (1 Buah)

23. CCTV (1 Buah)

24. Lampu Hias dinding (4 Buah)

25. Jam Dinding (1 Buah)

PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik.

Khusus terhadap pelayanan permohonan informasi publik, sarana yang

disediakan diantaranya berupa email cs@pta-palembang.go.id,

WhatsApp dengan nomor 085381180341, saluran telepon 0711-351170

atau Pemohon informasi dapat datang langsung ke kantor Pengadilan

Tinggi Agama Palembang Jalan Jendral Sudirman No. 43 KM.3,5 Kota

Palembang, Sumatera Selatan 30126. Atau mengakses informasi publik

melalui website resmi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

https://www.pta-palembang.go.id.

Pemanfaatan Teknologi dapat dilihat di Media Sosial (Youtube,

Whatsapp, Instagram, Facebook) Pengadilan Tinggi Agama Palembang ,

serta melalui website Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang

menampilkan informasi sebagai berikut:

1. Tampilan Tentang Pengadilan (memuat Pengantar Ketua Pengadilan,

Standar Maklumat Pelayanan, Profil Pengadilan, Informasi Umum,

dan Sistem Pengelolaan Pengadilan);

2. Tampilan Layanan Hukum (memuat Prosedur Berperkara,

Persidangan, Penyelesaian Perkara, E-Court, dan Informasi Layanan

Hukum lainnya);

3. Tampilan Layanan Publik (memuat PTSP online, SOP Pelayanan

Publik, Fasilitas Publik, Prosedur Evakuasi Peringatan Dini, serta

Layanan Informasi dan Pengaduan;
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4. Tampilan Transparansi Kinerja Pengawasan, Keperkaraan, dan

Kesekretariatan);

5. Tampilan Publikasi;

6. Tampilan PPID yang memuat sub menu Informasi :

1. Tentang PPID,

2. Struktur PPID,

3. Kategorisasi Informasi,

4. Biaya Salinan Informasi,

5. Laporan Akses Informasi bulanan,

6. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi ke

Komisi, Prosedur Keberatan atas permintaan informasi,

7. Hak-hak Pemohon Informasi, dan Prosedur Permohonan

Informasi;

7. Tampilan Regulasi;

8. Tampilan Tautan Sosial Media (Instagram dan Facebook)

9. Tampilan Program Prioritas;

10. Tampilan Implementasi Zona Integritas;

11. Tampilan Aplikasi Eksternal;

12. Tampilan Aplikasi Internal;

13. Tampilan Berita;

14. Tampilan Pengumuman;

15. Tampilan Artikel;

16. Tampilan Visi Misi dan Motto;

17. Tampilan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung;

18. Tampilan Himbauan Ketua Mahkamah Agung;

19. Tampilan Video Maklumat Pelayanan;

20. Tampilan Hasil Survei Kepuasan;

21. Tampilan Layanan Chat Online;

22. Tampilan Jam Kerja;

23. Tampilan ACO (Access CCTV Online) BADILAG;

24. Tampilan Peta Alamat Kantor, Statistik Pengunjung, Tautan Web

terkait, dan Website Pengadilan Agama sewilayah PTA Palembang;

25. Alur Pelayanan Bagi Difabel;
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Penggunaan Aplikasi di Website Pengadilan Tinggi Agama

Palembang sebagai berikut:

A. APLIKASI INTERNAL

1. Aplikasi MONSAKIP (Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah);

2. Monitoring UANG (Aplikasi Monitoring Kegiatan Undangan,

Absensi, Notulen dan Gambar);

3. E-Waskita (Elektronik Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pengadilan Tingkat Pertama)

4. E-Perpustkaan (Katalogisasi dan Sirkulasi Buku)

5. Aplikasi E-Propperading V2 (Elektronik Proses Percepatan

Penyelesaian Perkara Banding)

6. AMPERA (Aplikasi Manajemen Persuratan Elektronik)

7. G-Sync (Backup Data Laporan Perkara Bulanan Melalui Google

Drive Sync to Desktop)

8. Action (Aplikasi Cuti dan Izin Keluar Kantor Online)

B. APLIKASI EKSTERNAL :

1. SIPP Banding Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. e-Court (The Electronic Justice System)

4. SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional - Laporan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

5. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

6. e-LHKPN (Elektronik Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri)

7. Survelag (Survei Terintegrasi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama)

8. LPSE (Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik)

9. SIWAS (Badan Pengawasan Whistleblowing System Mahkamah

Agung Republik Indonesia)
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3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi

Publik telah diatur dengan Keputusan Ketua MA RI No. 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan yaitu Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi

putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut

diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan

sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan

Tingkat Pertama dan Banding.

Pemberian informasi publik dengan menggunakan prosedur biasa yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan,

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas

Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak

permohonan).

2. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan,

PPID meminta Penanggung Jawab Informasi di unit/satuan kerja

terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan

waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang

diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID

Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta

menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam

hal permohonan diterima

3. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis

sebagaimana dimaksud point 1 atau poit 2 kepada Pemohon

Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak

pemberitahuan diterima.

4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima permohonan

informasi publik sebanyak 56 permohonan. Jumlah permohonan yang

dikabulkan sebanyak 56 permohonan. Dari 56 Permohonan Informasi

Publik yang dikabulkan Pengadilan Tinggi Agama Palembang seluruhnya

terdiri dari perkara dan putusan sebanyak 56 perkara dan putusan. Dari
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data yang disebutkan di atas, bahwa permohonan informasi publik yang

dikabulkan sebanyak 100 % dari permohonan Informasi publik yang

diterima Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Jadi PPID Pengadilan

Tinggi Agama Palembang menindaklanjuti permohonan informasi

sebanyak 100%.

5.Jumlah Keberatan

Seluruh permohonan informasi dipenuhi dan diberikan oleh PPID

Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2025 sehingga dalam

hal ini upaya keberatan yang diatur pada Lampiran I poin VII prosedur

Keberatan dalam Keputusan Ketua MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tidak pernah

diterima dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik

ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menunjukkan bahwa

Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak pernah mengalami sengketa

informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam

laporan layanan informasi publik Tahun 2025 ini, tidak dilaporkan

mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sebagaimana data tabel berikut:

Jenis
Informasi

Jumlah
Permohonan
Keberatan

Tanggapan
Atasan PPID atas

keberatan
Penyelesaian
Sengketa ke

Komisi
Informasi

Hasil Mediasi
di Komisi
Informasi

Status Putusan
Komisi Informasi

Menerima Menolak Berhasil gagal

Menguat
kan

Pengadil
an

Menguat
kan

Pemohon
Informasi

NIHIL

C. KATEGORI INFORMASI PELAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Ketua MA RI No. 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan, Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
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B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan

dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib

memenuhi kaidah lnteroperabilitas Data.

C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan

dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon Informasi.

D. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan

usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan/ atau Data Pribadi;

4. Informasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan;

5. Informasi yang diminta belum dikuasaiatau didokumentasikan;

dan/ atau

6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pe:-

aturan perundang-undangan dan/ atau pedoman ini.

E. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala:

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

a. Profil Pengadilan meliputi:

1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
2. Struktur organisasi Pengadilan;
3. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
4. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
5. Profil singkat pejabat struktural; dan
6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di

Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan
oleh KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan.

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

d. Agenda sidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku

Pengadilan Tingkat Banding

2. Informasi berkaitan dengan Hak Masyarakat
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a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara

lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara

cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim

dan Pegawai;

c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama

dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas

pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap

pelayanan informasi.

e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi:

1. Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -

cuma; dan

2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan

biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya

transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang

sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri

dari:

1. Nama program dan kegiatan;

2. Penanggung Jawab, pelaksana program dan kegiatan serta

nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang

setidaknya meliputi : Daftar Isian Penggunaan Anggaran

(DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA,

rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
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b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Keterbukaan Informasi Publik).

c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

2. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

informasi;

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian

atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan

d. Alasan penolakan permohonan informasi.

5. Informasi Lainnya

Berisi Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

F. Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah

Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai

berikut:

1. Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara, calon

hakim, hakim ad hoc, jaba tan pimpinan tinggi madya dan jabatan

pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan formasi hakim agung,

yang paling kurang berisi:

a. informasi penerimaan;
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b. tata cara pendaftaran;

c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan,

tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;

e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan

f. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam

hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar ya n g diterima .

2. Kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung,

Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung,

dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan;

3. Daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah

Agung yang sedang dalam proses pembentukan;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung;

5. Putusan Mahkamah Agung;

6. Laporan tahunan Mahkamah Agung; dan

7. Rencana strategis Mahkamah Agung.

G. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi

yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak

terbatas pada:

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana

dan. prasarana utilitas publik;

2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan

3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang

berpotensi menular.

H. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dan Dapat Diakses

Oleh Publik

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi

di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan

dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
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1. Umum

a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi

yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah

Agung RI sebagaimana dimaksud dalam bagian E, F, dan G .

b. Informasi lain yang:

1. tidak termasuk kategori lnformasi yang dikecualikan (bagian IV.I),

yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud

bagian X;

2. telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses

berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/

atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan calon aparatur

sipil negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada

tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

d. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor;

2. Ringkasan isi informasi;

3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;

4. Penanggung Jawab pembuatan atau penerbitan informasi;

5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan

7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat informasi

yang dikecualikan.

f. Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran II.

2. Informasi tentang Perkara

a. Informasi dalam Buku Register Perkara.

b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.

c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

d. Laporan penggunaan biaya perkara.
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e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah

maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk

fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan ini tidak

dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP.

3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat

serta tindaklanjutnya.

b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur

pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam

media cetak atau elektronik).

c. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman

disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin

yang dijatuhkan.

d. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau aparatur

pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran

dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah

disahkan atau ditetapkan.

b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran

Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang

mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau
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pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan,

keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen

tersebut memang dipersiapkan;

2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan

peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal

tersedia;

3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,

keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft

awal sudah siap diskusikan secara lebih luas;

4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

dan

5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut.

c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah

dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

e. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

5.Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan

Keuangan

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan

Keuangan Pengadilan.

b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

c. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:

1. Nama;

2. Riwayat pekerjaan;

3. Posisi;

4. Riwayat pendidikan dan

5. Penghargaan yang diterima.

d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah,

komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
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e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis

serta laporan keuangannya.

f. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak

ketiga berikut dokumen pendukungnya.

g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat

rahasia.

h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari

Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi

pada bagian IV.E, bagian1 IV.F, dan bagian IV.G yang menurut PPID

atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap

sebagai:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan

usaha tidak sehat;

c. Informasi yang apabi la dibuka dan diberikan kepada Pemohon

lnformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan

keamanan negara;

d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar

negeri;
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g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi

Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi yang apabila diberikan kepacla Pemohon Informasi

Publik dapat mengungkap rahasia pribacli;

i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan

publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya

dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan

proses penyusunan kebijakan; dan

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-

undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk

advisblaad;

b. identitas lengkap hak im dan aparatur Pengadilan yang

diberikan sanksi;

c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu

hakim atau aparatur Pengadilan;

d. identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan

dugaan hakim dan aparatur Pengadilan;

e. identitasnya pelanggaran identitas hakim dan aparatur

Pengadilan dilaporkan yang belum diketahui publik;

f. yang catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi

di pengadilan;

g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu

dalam putusan atau penetapan hakim dalam bagian VIII huruf B

Pedoman ini; dan

h. Berita acara sidang dan alat bukti

3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan se bagaimana
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dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID dilingkungan

Mahkamah Agung.

4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salina n

lnformasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses

publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut.

5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan

Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat

diakses setiap Orang.

6. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi

Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka

waktu pengecualiannya.

8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud

pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat

berakhirnya jangka waktu pengecualian.
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BAB III
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik

berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Ketentuan

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk

mewujudkan layanan informasi publik terbaik kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi terbaru Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan solusi kepada setiap

badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan

informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana

dan/atau media elektronik dan non- elektronik.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menyediakan sarana

dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui

elektronik (email, Whatsapp, surat) dan nonelektronik (datang langsung

untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik

dapat mengakses informasi publik melalui melalui website resmi

Pengadilan Tinggi Agama Palembang www.Pengadilan Tinggi Agama-

Palembang.go.id. Hal ini merupakan komitmen Pengadilan Tinggi Agama

Palembang untuk dapat memberikan layanan pemberian informasi

publik yang terbaik, meskipun terdapat keterbatasan dihadapi oleh PPID

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam beberapa hal berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Belum semua aparatur memahami secara utuh regulasi

Keterbukaan Informasi Publik, khususnya klasifikasi informasi

(informasi terbuka, serta-merta, berkala, dan dikecualikan).

b. Petugas PPID masih merangkap tugas pokok lainnya, sehingga

fokus dan waktu dalam pengelolaan informasi publik menjadi

terbatas.
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c. Tingkat literasi digital dan kemampuan pengelolaan konten

informasi belum merata di seluruh unit kerja.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Data Antar Bagian

a. Proses penghimpunan data dan dokumen dari unit kerja belum

berjalan optimal dan belum seluruhnya berbasis sistem.

b. Terjadi keterlambatan penyampaian informasi dari unit kerja

kepada PPID sehingga berdampak pada ketepatan waktu

publikasi.

c. Belum seluruh unit kerja memiliki standar baku dalam

penyusunan dan penyampaian data informasi publik.

3. Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi

a. Informasi yang tersedia belum seluruhnya diperbarui secara

berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap

konten informasi yang telah dipublikasikan.

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

a. Sistem pengarsipan digital informasi publik masih perlu

penyempurnaan agar lebih tertata dan mudah diakses.

b. Keterbatasan fasilitas layanan informasi bagi pemohon secara

langsung di ruang layanan.

5. Pemahaman Masyarakat terhadap Hak atas Informasi

a. Masih terdapat pemohon informasi yang belum memahami

prosedur dan mekanisme permohonan informasi publik.

b. Sebagian masyarakat belum membedakan jenis informasi yang

dapat diakses secara terbuka dengan informasi yang

dikecualikan.

c. Permohonan informasi seringkali tidak disampaikan secara

lengkap sesuai persyaratan administratif.
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6. Aspek Regulasi dan Implementasi

a. Perubahan kebijakan atau regulasi terkait keterbukaan informasi

memerlukan penyesuaian belum dapat dilakukan secara cepat.

b. Perlunya kehati-hatian dalam membuka informasi agar tidak

bertentangan dengan perlindungan data pribadi dan rahasia

jabatan.

c. Implementasi uji konsekuensi terhadap informasi yang

dikecualikan masih memerlukan penguatan pemahaman dan

dokumentasi.
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BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI yang

melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan

peraturan pelaksananya, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berupaya

melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel dan

terbaik, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan

layanan informasi publik.

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga 31 Desember 2025,

PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menerima permohonan

informasi publik sebanyak 56 (lima puluh enam) permohonan. Dari 56

(lima puluh enam) permohonan informasi publik yang diterima

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, seluruhnya terdiri dari perkara dan

putusan sebanyak 56 perkara dan putusan. Dari 56 (lima puluh enam)

Permohonan Informasi Publik tersebut dikabulkan seluruhnya (100%)

oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dari data tersebut,

menunjukkan bahwa PPID Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah

menindaklanjuti permohonan informasi publik sebanyak 100% dari

permohonan informasi publik yang diterima.

Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pengadilan Tinggi Agama

Palembang telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan

pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan

cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat

memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat

merupakan nilai yang positif bagi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi

Agama Palembang pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan

mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau
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akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut,

pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal dan

terbaik, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara

berkala kepada seluruh aparatur terkait kebijakan dan

regulasi Keterbukaan Informasi Publik.

b. Menetapkan dan memperkuat peran PPID Pelaksana

pada setiap unit kerja untuk mendukung kelancaran

pengelolaan informasi.

c. Meningkatkan kompetensi petugas PPID melalui

pelatihan pengelolaan informasi, literasi digital, dan

pelayanan publik.

2. Peningkatan Koordinasi dan Alur Informasi

a. Mengoptimalkan koordinasi antarbagian melalui rapat

evaluasi berkala atau media komunikasi internal.

b. Menetapkan batas waktu (timeline) penyampaian data

dari unit kerja untuk menjamin ketepatan waktu

publikasi.

3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi

a. Menyusun daftar informasi publik (DIP) dan daftar

informasi yang dikecualikan (DIK) secara periodik dan

terintegrasi.

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap

konten informasi publik yang telah dipublikasikan.

c. Mengembangkan kalender pemutakhiran informasi agar

pembaruan data dilakukan secara terjadwal dan

berkelanjutan.



27

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

a. Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi dan media

sosial sebagai sarana utama penyampaian informasi

publik.

b. Mengembangkan sistem pengarsipan digital yang tertata,

mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.

c. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas layanan

informasi di area PTSP agar lebih representatif dan

ramah pemohon.

5. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

a. Menyediakan informasi prosedur permohonan informasi

publik secara jelas dan mudah dipahami melalui

berbagai media.

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak

dan kewajiban dalam permohonan informasi publik.

c. Menyusun panduan singkat atau leaflet layanan

informasi publik untuk meminimalisir kesalahan

administrasi pemohon.

d. Menyediakan fasilitas penelusuran Website PTA

Palembang untuk layanan difabel

6. Penguatan Implementasi Regulasi dan Kepatuhan

a. Melakukan penyesuaian internal secara cepat terhadap

perubahan regulasi terkait keterbukaan informasi publik.

b. Memperkuat mekanisme uji konsekuensi terhadap

informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Meningkatkan dokumentasi setiap proses pengambilan

keputusan terkait pemberian atau penolakan informasi

publik.
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Dengan dilaksanakannya saran perbaikan, diharapkan

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Agama

Palembang dapat berjalan lebih optimal, transparan, akuntabel, serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan



LAMPIRAN-LAMPIRAN



L am piran  XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA M A  Rl 

N o m o r: 1 -1 4 4 /K M A /S K /I /2 0 1 1  

Tanggal: 5  Januari 2 0 1 1

D A TA  PELAYANAN IN FO R M A S I 

PE N G A DILA N  T IN G G I A G A M A  PA LEM B A N G  

PERIODE JA N U A R I-D E S E M B E R  T A H U N  2 0 2 5

Jenis In fo rm as i
Jum lah

In fo rm as i

W a k tu  R ata -R a ta  

P elayanan

Jum lah  p ero o h o n  yang  

d ik ab u lk an
Jum lah  P e m o h o n A lasan  P e m o h o n a n  yang  d ito lak

S e p en u h n ya Sebag ian Yang d ito la k Rahasia B e lum  d ikuasai /  Selesai Lainnya

JA N U A R I-D E S E M B E R

P erkara &  P u tusan 5 6 15  M e n it 5 6 0 0 0 0

K ep eg aw a ian 0 0 0 0 0 0 0

P engaw asan  &  P end is ip linan 0 0 0 0 0 0 0

A nggaran  &  A se t 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

T o ta l 5 6 15  M e n it 5 6 0 0 0 0

P a le m b an g , 2 ja n u a r i 2 0 2 6  

P enan g g u n g  Jaw ab , 

P an m u d  H u k u m

D ra. R osm a 'ad aya

N IP . 1 9 6 6 1 2 2 5 1 9 9 7 0 3 2 0 0 3



Jumlah Pemohon

Sepenuhnya Sebagian Yang ditolak Rahasia Belum dikuasai / Selesai Lainnya

JANUARI

Perkara & Putusan ( Informasi 

perbaikan buku nikah )
1 15 Menit 1 0 0 0 0

Perkara & Putusan ( Informasi cerai 

gugat )
2 15 Menit 2 0 0 0 0

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0

Pengawasan & Pendisiplinan 0 0 0 0 0 0 0

Anggaran & Aset 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 15 Menit 3 0 0 0 0

Palembang, 3 Febuari 2025

Mengetahui, Penanggung Jawab,

Panitera Panmud Hukum

Drs.H. Pahri Hamidi, SH Dra. Khodijah, S.H., M.H.

NIP. 196304081987031002 NIP. 196305021995032001

Lampiran XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011

DATA PELAYANAN INFORMASI

Alasan Pemohonan yang ditolak

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

PERIODE JANUARI TAHUN 2025

Jumlah pemohon yang 

dikabulkan
Jenis Informasi

Jumlah 

Informasi

Waktu Rata-Rata 

Pelayanan



Jumlah Pemohon

Sepenuhnya Sebagian Yang ditolak Rahasia Belum dikuasai / Selesai Lainnya

FEBUARI

Perkara & Putusan (Konsultasi ) 1 15 Menit 1 0 0 0 0

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0

Pengawasan & Pendisiplinan 0 0 0 0 0 0 0

Anggaran & Aset 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 15 Menit 1 0 0 0 0

Palembang, 3 Maret 2025

Mengetahui, Penanggung Jawab,

Panitera Panmud Hukum

Drs.H. Pahri Hamidi, SH Dra. Khodijah, S.H., M.H.

NIP. 196304081987031002 NIP. 196305021995032001

Jenis Informasi
Jumlah 

Informasi

Waktu Rata-Rata 

Pelayanan

Jumlah pemohon yang 

dikabulkan

DATA PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Alasan Pemohonan yang ditolak

Lampiran XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011

PERIODE FEBUARI TAHUN 2025



Jumlah Pemohon

Sepenuhnya Sebagian Yang ditolak Rahasia Belum dikuasai / Selesai Lainnya

MARET

Perkara & Putusan ( Informasi sita 

eksekusi )
1 15 Menit 1 0 0 0 0

Perkara & Putusan ( Informasi 

syarat cerai)
1 15 Menit 1 0 0 0 0

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0

Pengawasan & Pendisiplinan 0 0 0 0 0 0 0

Anggaran & Aset 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 15 Menit 2 0 0 0 0

Palembang, 8 April 2025

Mengetahui, Penanggung Jawab,

Panitera Panmud Hukum

Drs.H. Pahri Hamidi, SH Dra. Khodijah, S.H., M.H.

NIP. 196304081987031002 NIP. 196305021995032001

Jenis Informasi
Jumlah 

Informasi

Waktu Rata-Rata 

Pelayanan

Jumlah pemohon yang 

dikabulkan

DATA PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Alasan Pemohonan yang ditolak

Lampiran XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011

PERIODE MARET TAHUN 2025



Jumlah Pemohon

Sepenuhnya Sebagian Yang ditolak Rahasia Belum dikuasai / Selesai Lainnya

APRIL

Perkara & Putusan ( Informasi 

isbat nikah )
1 15 Menit 1 0 0 0 0

Perkara & Putusan ( Informasi 

cerai gugat dan talak)
2 15 Menit 2 0 0 0 0

Perkara & Putusan ( Informasi 

hasil putusan PA)
1 15 Menit 1 0 0 0 0

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0

Pengawasan & Pendisiplinan 0 0 0 0 0 0 0

Anggaran & Aset 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 15 Menit 4 0 0 0 0

Palembang, 2 Mei 2025

Mengetahui, Penanggung Jawab,

Panitera Panmud Hukum

Drs.H. Pahri Hamidi, SH Dra. Khodijah, S.H., M.H.

NIP. 196304081987031002 NIP. 196305021995032001

Jenis Informasi
Jumlah 

Informasi

Waktu Rata-Rata 

Pelayanan

Jumlah pemohon yang 

dikabulkan

DATA PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Alasan Pemohonan yang ditolak

Lampiran XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011

PERIODE APRIL TAHUN 2025

















Lampiran XI

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA Rl 

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 

Tanggal: 5 Januari 2011

DATA PELAYANAN INFORMASI 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG 

PERIODE DESEMBER TAHUN 2025

Jenis Informasi
Jumlah

Informasi

Waktu Rata-Rata 

Pelayanan

Jumlah pemohon yang 

dikabulkan
Jumlah Pemohon Alasan Pemohonan yang ditolak

Sepenuhnya Sebagian Yang ditolak Rahasia Belum dikuasai /  Selesai Lainnya

DESEMBER

Perkara & Putusan ( Informasi 

perceraian )
3 15 M enit 3 0 0 ' 0 0

Perkara & Putusan ( Informasi ahli 

w a ris )
1 15 M enit 1 0 0 0 0

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0

Pengawasan & Pendisiplinan 0 0 0 0 0 0 0

Anggaran & Aset 0 0 0 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 15 M enit 4 0 0 0 0

Palembang, 2 januari 2026 

Penanggung Jawab, 

Panmud Hukum

NIP. 196612251997032003


































































